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ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait kepastian
hukum atas tanah bekas milik dat ditinjau berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam penulisan
ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan
meneliti perundang-undanan yang berlaku dan diterapkan terhadap permasalahan tertentu.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneletian ini melalui pendekatan studi
kepustakaan Penelitian ini hanya dibatasi melalui pendekatan studi dokumen atau bahan
Pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Perlindungan hukum atas tanah bekas hak milik adat (girik) berdasarkan Peraturan yang berlaku
adalah alat bukti tertulis tanah bekas milik adat (girik) diberikan waktu 5 (lima) tahun sejak
tanggal 2 Februari 2021 dan berakhir tanggal 1 Februari 2026 untuk dilakukan pendaftaran
tanah dengan diberikan hak atas tanah dengan diberikan alat bukti kepemilikan yaitu sertifikat
hak atas tanah. Apabila lewatnya jangka waktu tersebut tidak dilakukan pendaftaran tanah dan
dimaknai tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya sebagai
petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah dan statusnya girik tetap tanah bekas milik adat, serta
pendaftaran tanah dilakukan dengan mekanisme pengakuan hak dengan dilengkapi dengan
surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon dan bertanggung jawab secara perdata dan
pidana. Kedudukan tanah bekas hak milik adat (girik) dalam rangka pendaftaran tanah di Indonesia
adalah sejak berlakunya UUPA, maka girik (bukti penerimaan PBB) bukan surat tanda bukti
kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah. Hal ini juga ditinjau
berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1985, disebutkan bahwa tanda
pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan juga
berdasarkan yurisprudensi pada Putusan MARI Nomor 34/K/Sip/1960, tanggal 10 Februari 196,
menyatakan pula bahwa bukti petok pajak (Petok D) bukan merupakan bukti pemilikan hak atas
tanah. Begitu juga terkait peraturan yang mengatur larangan penerbitan Gik sebagaimana dapat
dipelajari berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 15/PJ.6/1993, tertanggal 27
Maret 1993, Tentang Larangan Penerbitan Girik, Petuk D, Kekitir, Keterangan Obyek Pajak, Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 32/PJ.6/1993, tertanggal 10 Juni 1993, Tentang Tindak
Lanjut Larangan Penerbitan Girik, Kekitir, Petuk D, Keterangan Obyek Pajak dan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 44/PJ.6/1998, tertanggal Tentang Penegasan Larangan
Penerbitan Girik /Petuk D/Kekitir/Keterangan Objek Pajak.

Kata Kunci : Tanah Girik, Kepastian Hukum, Pendaftaran Tanah



ABSTRACT

The purpose of this study is to find out about the legal certainty of former land owned by dat
reviewed based on applicable regulations. In this writing, a type of normative legal research
is used, namely research by reviewing and examining applicable legislation and applied to
certain problems. The data collection technique used in this study is through a literature study
approach. This study is only limited to a document study approach or library materials, namely
secondary legal data. The results of this study indicate that legal protection for former
customary land (girik) based on applicable regulations is written evidence of former
customary land (girik) given a period of 5 (five) years from February 2, 2021 and ending on
February 1, 2026 to register the land by being given land rights by being given proof of
ownership, namely a land rights certificate. If the time period has passed, land registration is
not carried out and it is interpreted that it cannot be used as a means of proving land rights
and only as an indication in the context of land registration and the status of the girik remains
land that was formerly owned by customary law, and land registration is carried out with a
mechanism for recognizing rights accompanied by a statement of physical control from the
applicant and is responsible for civil and criminal matters. The position of former customary
land (girik) in the context of land registration in Indonesia is that since the UUPA came into
effect, the girik (proof of receipt of PBB) is not a proof of ownership of land rights, but is only
proof of land tax. This is also reviewed based on the explanation of Article 4 paragraph (1) of
Law Number 12 of 1985, which states that proof of payment/settlement of taxes is not proof of
ownership of land rights and also based on the jurisprudence in the MARI Decision Number
34/K/Sip/1960, dated February 10, 196, it also states that proof of tax petok (Petok D) is not
proof of ownership of land rights. Likewise, related to the regulations governing the
prohibition of the issuance of Gik as can be studied based on the Circular Letter of the Director
General of Taxes Number SE - 15 / PJ.6 / 1993, dated March 27, 1993, Concerning the
Prohibition of the Issuance of Girik, Petuk D, Kekitir, Information on Tax Objects, Circular
Letter of the Director General of Taxes Number SE - 32 / PJ.6 / 1993, dated June 10, 1993,
Concerning Follow-up to the Prohibition of the Issuance of Girik, Kekitir, Petuk D,
Information on Tax Objects and Circular Letter of the Director General of Taxes Number SE
-44 /PJ.6 /1998, dated Concerning Affirmation of the Prohibition of the Issuance of Girik /
Petuk D / Kekitir / Information on Tax Objects.

Keywords: Girik Land, Legal certainty, Land Registration
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